Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Stn

L4 \
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara
Elitigasi telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:
Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai
PTxxxx, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten
Jayapura, Provinsi Papua, dengan alamat elektronik email:
susikaruniasafitri@gmail.com;
Penggugat;
Lawan
Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang,
Provinsi Sulawesi Selatan;
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor
50/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 05 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Ahad,
tanggal 20 April 2003, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Distrik
Arso, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:
xx/08/1V/2003, tanggal 20 April 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun di Dok 5, kemudian
Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Kotaraja
selama 3 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah
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kediaman bersama dialamat Penggugat tersebut di atas dan menjadi
kediaman terakhir tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3
(tiga) orang anak;
a. anak, lahir di Jayapura, pada tanggal 27 September 2003, usia 20
tahun;
b. anak, lahir di Jayapura, pada tanggal 08 Januari 2006, usia 18
tahun;
c. M anak, lahir di Jayapura, pada tanggal 10 Juni 2007 , usia 16
tahun;
Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4, Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dan
Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan
pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan:
a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental;
b. Bahwa pada bulan November tahun 2018 Tergugat pergi
mengunjungi rumah orang tua Tergugat di Pinrang hingga pada bulan
Juli tahun 2022;
c. Bahwa Penggugat merasa kurang dalam mendapatkan nafkah
lahir dan batin dari Tergugat;
d. Bahwa Penggugat pernah menjalin hubungan asmara dengan
laki-laki lain;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus tahun 2022 Tergugat
memutuskan pergi meninggalkan kediaman bersama. Selanjutnya,
dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak lagi
menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya
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agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan
norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi
Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan
Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Untuk itu
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq
Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, atas nasehat Hakim tersebut, Penggugat secara
lisan menyampaikan dengan tegas dan jelas mohon diberi izin untuk mencabut
perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang
dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat
izin sidang Hakim  Tunggal dari Mahkamah  Agung, Nomor
102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/lzin Sidang
dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan
oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh
lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan dengan tegas dan jelas
menyatakan di depan sidang mencabut perkaranya, untuk itu mohon diberi izin;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai
pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal
271 dan Pasal 272 Regiment od de Rechtsvordering (RV) izin dari Tergugat
terhadap pencabut perkara ini tidak diperlukan dan permohonan Penggugat
untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor
50/Pdt.G/2024PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
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Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama
Sentani secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah oleh
Nurman Syarif, S.H.l., M.S.l. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal
tersebut secara elektronik dan didampingi oleh Pipit Rospitawati, S.H., M.H.
sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nurman Syarif, S.H.l., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Pipit Rospitawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran ‘Rp 30.000,00
- Biaya Proses :Rp 70.000,00
- Panggilan 'Rp 270.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah ‘Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).
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